SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA,
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa,
Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021, sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum
saat ini, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa,
Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
718);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
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Menetapkan

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Penyaluran
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Penyaluran
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa,
Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 2)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana

Desa,

Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 7
Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar
minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi
penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar setiap Desa;
b. Alokasi Kinerja; dan

c. Alokasi Formula setiap Desa.

(3) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)

huruf b diberikan kepada Desa sebagai bentuk
penghargaan atas Desa Sadar Pajak dan Taat Bayar
Pajak.

Pengalokasian  Bagian  Hasil = Retribusi  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar setiap Desa; dan

b. Alokasi Formula setiap Desa.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 8
Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu sebesar
59% (lima puluh sembilan perseratus) dari alokasi
Bagian Hasil Pajak Daerah dibagi secara merata kepada

setiap Desa.
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(2)

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yaitu sebesar
60% (enam puluh perseratus) dari alokasi Bagian
Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap

Desa.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 8A

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu sebesar
1% (satu perseratus) dari alokasi Bagian Hasil Pajak
Daerah dibagi secara merata kepada Desa Sadar Pajak
dan Taat Bayar Pajak yang ditetapkan Tahun 2020.

Desa Sadar Pajak dan Taat Bayar Pajak yang ditetapkan
Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

(2)

Pasal 9
Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c yaitu
sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi
secara proporsional kepada setiap Desa, dengan bobot
dan data penghitungan sebagai berikut :
a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk
Desa;
b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah
Desa; dan
c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka
kemiskinan Desa.
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa Bagian Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
BHP /BHR + {(0,30 x Z1) + (0,20 x Z2) + (0,50 x
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Desa Z3)} x Alokasi Bagian Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Keterangan

BHP/BHR  Bagian Hasil Pajak Daerah dan

Desa Retribusi Daerah Desa setiap Desa

Z1 + Rasio jumlah penduduk Desa setiap
Desa  terhadap total jumlah
penduduk Desa Kabupaten
Buleleng.

Z2 + Rasio luas wilayah setiap Desa
terhadap luas wilayah  Desa
Kabupaten Buleleng.

Z3 + Rasio jumlah penduduk miskin
setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten
Buleleng.

BHP/BHR : Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Buleleng.

S. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dalam
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12) diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA
Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001
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